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Dalam pandangan fikih, para fuqaha berbeda pendapat mengenai perubahan bentuk harta wakaf, sebagian para ulama
membolehkannya dan sebagian lain melarangnya. Dikalangan mazhab Maliki dan Syafiâ€™i sangat menekankan pada keabadian
harta benda wakaf walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh harta benda wakaf itu dilakukan perubahan dengan benda lain
walaupun harta wakaf akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Mazhab hanafi dan mazhab Hambali menyatakan bahwa boleh
saja mengubah harta benda wakaf karena sudah tidak memiliki nilai manfaat lagi, diganti yang lebih bermanfaat untuk masyarakat
umum. Pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan
dilarang: a. Dijadikan jaminan; b. Disita; c. Dihibahkan; d. Dijual; e. Diwarisi; f. Ditukaar; g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan
hak lainnya. Pada Pasal 41 ayat (3) bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf
yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pasal 41 ayat (3) bahwa harta benda wakaf
yang sudah di ubah statusnya karena pengecualian sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) wajib di tukar dengan harta benda
wakaf yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan benda wakaf semula. Masalah pokok penelitian ini ialah (1)
Bagaimana status hukum penukaran harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
(2) Bagaimana mekanisme penukaran harta wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum penukaran harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan juga mekanisme penukaran harta wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sumber data yang digunakan
adalah data skunderyang berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Juga menggunakan data
primer yang didapat dengan cara wawancara,maupun diskusi dengan narasumber. Data tersebut dikumpulkan, diklasifikasi
dandisusun dalam bentuk naratif, kemudian diolah dengan mengunakan metode deduktif selanjutnya dianalisis dengan pendekatan
kualitatif.
Status hukum harta wakaf setelah terjadinya perubahan baik dengan cara dijual ataupun ditukar tetap menepati posisi yang sama
dengan harta wakaf sebelumnya karena harta wakaf yang ditukar tersebut haruslah tetap sama manfaatnya atau lebih bermanfaat
dari harta wakaf sebelumnya. Sebagian mengatakan apabila harta wakaf dirubah bentuknya, maka bentuk yang baru tidak bisa
dihukum sebagaimana barang asli sebelumnya, sehingga dia tidak bisa disebut seperti barang wakaf yang asli, akan tetapi
hukumnya sama dengan hukum hasil wakaf. Untuk dirubah dengan cara dijual dan dibelanjakan kepada harta wakaf yang baru
sepanjang pengurusnya melihat ada kemaslahatan dalam menjual harta wakaf tersebut.
Mekanisme penukaran harta wakaf dengan 2 cara yaitu menjual dan menukar. Kedua cara tersebut baik dengan cara menjual
ataupun menukar harus demi kepentingan maslahat. Dan harta wakaf yang dijual atau ditukar harus lebih bermanfaat dari harta
sebelumnya atau minimal setara dengan harta wakaf sebelumnya.
